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» Andi Harun Bakal Sosialisasi ke Seluruh OPD
SAMARINDA, TRIBUN - Pemerintah daerah di Indonesia terus berinovasi dalam
meningkatkan pengelolaan keuangannya. Salah satu langkah penting yang dilakukan
adalah dengan menerapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Tak terkecuali di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), langkah ini akhirnya
digencarkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas belanja daerah.
Hal ini ditandai dengan peluncuran KKPD bersama Bank Kaltimtara di Crystal
Ballroom, Hotel Mercure, pada hari Jumat (28/6).
Peluncuran ini merupakan bagian dari upaya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Kaltim. Merespon hal ini, Wali Kota
Samarinda Andi Harun yang juga turut menghadiri peluncuran KKPD ini mengaku siap
untuk mengimplementasikan KKPD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot)
Samarinda. Sebab menurutnya, hal ini sangat krusial dan mendesak dalam rangka
meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas belanja daerah.
“Selain itu juga untuk menghindari fraund (penipuan) dan percepatan pemakaian
produk dalam negeri. Dan juga menunjang terciptanya belanja secara langsung tanpa
ada kendala ketersediaan uang di Bendahara OPD,” jelas Andi Harun pada
TribunKaltim, Jumat (28/6).
Lebih lanjut, Andi Harun menjelaskan bahwa mekanisme penggunaan KKPD akan
dilengkapi dengan notifikasi dan konfirmasi kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
sebelum transaksi dilakukan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko
penyalahgunaan dan memastikan keamanan transaksi.
“Tapi tingkat keamanan transaksi juga sudah diantisipasi sehingga kita bisa menerapkan
ini dengan baik dan benar dan respon Pemkot terhadap ini, kita akan segera tindak
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lanjuti,” tuturnya. Sebagai langkah awal, orang nomor satu di Samarinda ini berencana
untuk mengumpulkan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemkot
Samarinda dalam waktu dekat untuk melakukan sosialisasi terkait KKPD.

Selanjutnya, akan ditentukan jadwal untuk persiapan dan implementasi KKPD di
lingkungan Pemkot Samarinda. “Sampai Pemkot Samarinda bisa menerapkan KKPD
ini,” pungkas Andi Harun. (snw)
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Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Permendagri  79/2022) bahwa Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat KKPD adalah kartu kredit yang dapat digunakan untuk
melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah
kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit kartu kredit
sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan satuan kerja
perangkat daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran
pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.

2. Dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri 79/2022 diatur bahwa KKPD digunakan
untuk penyelesaian tagihan kepada pemerintah daerah berupa penyelesaian

tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme UP.
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